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Saya menyampaikan penghargaan kepada Tim Penyusun 
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segenap daya upaya untuk menghasilkan Pedoman Bimbingan 

Teknis Dan Monitoring Evaluasi. 

Pedoman Bimbingan Teknis ini diharapkan menjadi acuan 

bagi Pembina Fungsi Rehabilitasi baik di BNN maupun BNN 

Provinsi dan Kab/Kota serta merupakan upaya BNN dalam rangka 

peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi sesuai dengan 
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Saya berharap para Pembina Fungsi Rehabilitasi yang 

melakukan bimbingan teknis dapat memanfaatkan pedoman ini 
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rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat agar 

berjalan secara terarah, efektif dan elektif serta berkelanjutan untuk 

mencapai hasil yang optimal sesuai tujuan yang diharapkan. 

Pembahasan buku Pedoman ini meliputi ruang lingkup 

bimbingan teknis, prinsip dan pelaksanaan bimbingan teknis dan 

monitoring serta evaluasi. Selain itu, pedoman ini dilengkapi dengan 

instrumen yang diharapkan dapat memberikan keseragaman dalam 

pemberian informasi dan edukasi kepada petugas rehabilitasi dalam 

melakukan Bimbingan Teknis dan Monitoring serta Evaluasi pada 

instansi/unit dan lembaga rehabilitasi di wilayahnya. 

Kami berharap Pedoman Bimbingan Teknis dan Monitoring 

serta Evaluasi dapat menjadi panduan bagi BNN, BNN Provinsi dan 

BNN Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan, dan monitoring 

serta evaluasi terhadap pelaksanaan layanan rehabilitasi pecandu 

dan korban penyalahgunaan narkotika. 

Kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan 
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karena itu, kami sangat apresiasi kepada berbagai pihak yang 

mernberikan masukan dan koreksi terhadap Pedoman ini untuk 

penyempurnaan lebih lanjut. 

Terima kasih. 

Jakarta, Desember 2017 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Tingginya prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia 

tahun 2015, berdasarkan hasil penelitian UI-BNN tahun 2015 
sebesar 2.2 % atau setara dengan 4 .098.029 orang , memerlukan 
penanganan melalui berbagai upaya pendekatan yang multi 
dimensi, profesi dan sektor. Salah satu strategi yang dilakukan 
adalah mendorong pecandu dan penyalah guna mengakses 
layanan rehabilitasi yang tersedia di pemerintah dan masyarakat. 
Hal ini sejalan dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika, dengan jelas disebutkan pada pasal 54 bahwa pecandu 
dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. 
Sehubungan dengan pasal tersebut, pemerintah dan masyarakat 
menyiapkan kebijakan, program dan kegiatan yang mencakup 
sarana dan prasarana rehabili tasi sesuai dengan kebutuhan 

rehabilitasi pengguna narkotika. 
Oalam penyelenggaraan rehabilitasi pengguria narkotika 

terdapat dua Kementerian yang berwenang menyelenggarakan 
rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu Kementerian Kesehatan 
untuk rehabilitasi medis dan Kementerian Sosial untuk 
menyelenggarakan rehabilitasi sosial. Hal ini tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 4 
ayat (d) , dimana pemerintah menjamin pengaturan upaya 
rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu 
narkotika. 

Upaya mendorong pelaksanaan ketentuan rehabilitasi 
pengguna narkotika tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu 
dan Karban Penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan 
meningkatkan motivasi pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkotika serta keluarganya untuk datang pada fasilitas/ lembaga 

1 



yang ditunjuk Pemerintah melakukan lapor diri dan mengikuti 
rehabilitasi atau yang dikenal dengan lnstitusi Penerima Wajib 
Lapor (IPWL). 

BNN sebagai focal point dalam pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 
(P4GN), sesuai dengan amanah Undang-Undang no 35 tahun 
2009 pasal 60 ayat e dan 70 ayat d melaksanakan pembinaan dan 
peningkatan kompetensi petugas pada lembaga rehabilitasi 
pemerintah dan masyarakat, termasuk memberikan dorongan dan 
fasilitasi lembaga yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang 
Rehabilitasi. Dalam rangka melaksanakan pembinaan kepada 
lembaga rehabil itasi maka diterbitkan Standar Pelayanan 
Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Karban Penyalahgunaan Narkotika 
dengan program rehabilitasi berkelanjutan. Standar ini menjadi 
acuan penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan masyarakat, termasuk mempersiapkan petugas 
rehabilitasi yang profesional pada lembaga rehabilitasi. 

BNNP/BNNKab/Kota sebagai lembaga vertikal yang 
melaksanakan tugas dan fungsi, kebijakan , program dan kegiatan 
BNN di wilayah, maka perlu pedoman untuk melaksanakan 
bimbingan teknis dan monitoring kegiatan lembaga rehabilitasi. 
Salah satu tujuan bimbingan teknis dan monitoring antara lain 
untuk mengetahui kualitas layanan yang dijalankan oleh lembaga 
rehabilitasi dan memantau perkembangan layanan rehabilitasi 
medis dan/atau rehabilitasi sosial serta pascarehabilitasi yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang sudah 
bermitra dengan BNN. 

Dengan tersusunnya pedoman ini , diharapkan dapat 
digunakan oleh BNN, BNNP, BNNKab/Kota dalam melakukan 
bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan program penanganan pecandu narkotika serta 
layanan rehabilitasi secara efektif, efisien, terarah dan 
berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan 
dampak bagi masyarakat. 
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B. Dasar Hukum 
1. Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
3. Undang Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Jiwa . 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib 

Lapor Pecandu Narkotika. 
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional. 
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 

2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu 
Narkotika dan Karban Penyalahgunaan Narkotika. 

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 
Nasional. 

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga alas 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 778); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
2415/MENKES/PER/XII /2011 tentang Rehabilitasi Medis 
Pecandu , Penyalah Guna dan Karban Penyalahgunaan 
Narkotika; 

10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2012 tentang Standar Rehabilitasi Karban Penyalah Guna 
Napza; 
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11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; 

12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau 
Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 

13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga 
Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat. 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang 
Standar Pelayanan Terapi Rehabilitasi Gangguan Penggunaan 
Napza; 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2013 tentang 
lnstitusi Penerima Wajib Lapor; 

16. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 
41/HUK/2014 tentang Penetapan Lembaga IPWL di 
lingkungan Kemensos; 

C. Tujuan 
1. Menyediakan acuan bagi pembina teknis bidang rehabilitasi 

pada BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dalam melaksanakan 
bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi program 
penyelenggaraan rehabi litasi berkelanjutan. 

2. Mewujudkan persamaan persepsi dalam melaksanakan 
bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi. 

D. Ruang Lingkup dan Sasaran 
1. Ruang Lingkup 

Pedoman ini mengatur mekanisme tentang : 
a. Bimbingan teknis; 
b. Monitoring; 
c. Evaluasi 
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2. Sasaran 
Sasaran buku ini adalah Pembina Teknis bidang Rehabilitasi di 
BNN, BNNP. BNNKab/Kota dalam melaksanakan bimbingan 
teknis , dan monitoring serta evaluasi, dalam hal 
a. Pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari BNN ke 

BNNP dan BNNKab/Kota. 
b. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi milik dan mitra BNN. 
c. Penilaian kelayakan lembaga yang belum memiliki PKS 

(ldentifikasi Masalah, Pemetaan, Potensi, Kelayakan Untuk 

Dilakukan PKS). 

E. Pengertian-pengertian 
1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri 
dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

2. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh 
dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus 
dengan takaran yang men ingkat agar menghasilkan efek yang 
sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau 
dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis 
yang khas. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah 
seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena 
dibujuk, diperdaya , ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk 
menggunakan Narkotika. 

3. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum. 

4. Pecandu Narkotika adalah orang menyalahgunakan dan 
mengkonsumsi Narkotika serta dalam keadaan ketergantungan 
pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

5. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang 
tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, 
diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk 
menggunakan Narkotika. 
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6. Rehabilitasi Berkelanjutan adalah serangkaian proses 
rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis, sosial 
dan pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu. 

7. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan 
secara terpadu , yang diberikan kepada pecandu , penyalahguna 
dan/atau korban penyalahguna Narkotika melalui pemberian 
terapi simtomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikis dan 
intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan 
kondisi pulih dari gangguan penggunaan zat. 

B. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan 
secara terpadu, baik fisik , mental maupun sosial, agar mantan 
pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 
dalam kehidupan bermasyarakat. 

9. Pascarehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang 
diberikan kepada penyalah guna , korban penyalahgunaan 
dan/atau pecandu narkotika setelah menjalani rehabilitasi 
medis dan sosial dan merupakan bagian yang terintegrasi 
dalam rangkaian rehabilitasi. 

10. Rawat lnap adalah proses perawatan terhadap klien dimana 
klien diinapkan di lembaga rehabilitasi dalam jangka waktu 
tertentu sesuai dengan rencana terapi untuk memulihkan 
kondisi fisik dan ps ikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika. 

11 . Rawat Jalan adalah proses perawatan terhadap klien dimana 
klien datang berkunjung ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau 
rehabilitasi sosial sesuai jadwal dalam kurun waktu tertentu 
berdasarkan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan 
psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika. 

12. Peningkatan kemampuan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan seperti upaya memberikan penguatan, dorongan, 
atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat agar terjaga keberlangsungannya. 

13. Penguatan adalah proses memberikan bantuan berupa 
pembinaan dan peningkatan program kepada lembaga 
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rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan 
oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. 

14. Dorongan adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk 
komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka memotivasi 
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun 
masyarakat. 

15. Fasilitasi adalah proses dalam memberikan kemudahan 
terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 
yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah maupun 
masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi dan upaya 
mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian izin . 

16. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas layanan 
kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu 
dan Korban Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan. 

17. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah tempat yang 
melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu dan Korban 
Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. 

18. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN 
adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang 
mempunyai tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. 

19. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya 
disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika 
Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang 
Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. 

20. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut BNNK!Kota adalah instansi vertikal 
Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi , 
dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah 
Kabupaten/Kota. 

21. Bimbingan Teknis adalah salah satu penguatan yang 
diberikan kepada lembaga rehabilitasi medis dan sosial dalam 
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rangka peningkatan kemampuan lembaga untuk melaksanakan 
program dan kegiatan di bidang rehabilitasi. 

22. Monitoring adalah pemantauan terhadap program dan 
kegiatan layanan rehabilitasi untuk memastikan sejauhmana 
pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang 
telah dilakukan memberikan pengaruh bagi lembaga 
rehabilitasi. 

23. Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran terhadap program 
dan kegiatan layanan rehabilitasi. 

24. Lembaga rehabilitasi milik BNN adalah unit pelaksana teknis 
di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Balai Besar 
Rehabilitasi , Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi). 

25. Lembaga rehabilitasi mitra BNN adalah lembaga yang 
memperoleh penguatan, dorongan dan fasilitasi melalui 
rekomendasi BNNP,BNNKab/Kota dan ditetapkan dengan 
Sura! Keputusan Kepala. 
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BASil 

PRINSIP PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS 

A. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Bimbingan Teknis 
Bimbingan teknis dilaksanakan dengan menggunakan prinsip
prinsip seperti berjenjang, berkelanjutan , komprehensif, 
implementatif, dan koordinatif. 

1. Berjenjang 
Bimbingan teknis dilaksanakan secara berjenjang dari pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut: 

a. BNN melakukan bimbingan teknis kepada BNN Provinsi , 
BNN Kabupaten/Kota, UPT di lingkungan Deputi Bidang 
Rehabilitasi , fasilitas layanan rehabilitasi baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, 
dan/atau Rumah Damping Pascarehabilitasi. 

b. BNN provinsi melakukan bimbingan teknis kepada BNN 
Kabupaten/Kota , dan/atau fasilitas layanan rehabilitasi baik 
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat. 

c. BNN kabupaten/kota melakukan bimbingan teknis kepada 
fasilitas layanan rehabilitasi baik yang diselenggarakan 
oleh pemerintah maupun masyarakat. 

2. Berkelanjutan 
Bimbingan teknis dilakukan secara berkelanjutan dan 
terencana. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan peningkatan 
kemampuan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi di BNN 
Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dapat meningkat kualitas 
dan kuantitasnya dari waktu ke waktu . 
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3. Komprehensif 
Bimbingan teknis dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu 
dari semua komponen dalam kegiatan peningkatan 
kemampuan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi. 

4. lmplementatif 
Bimbingan teknis dilaksanakan berdasarkan kebutuhan 
pembina teknis bidang rehabiltasi pada BNN, BNN Provinsi 
dan BNN Kabupaten/Kota. 

5. Koordinatif 
Bimbingan teknis dilaksanakan secara koordinatif antara BNN, 
BNN Provinsi , BNN Kabupaten/Kota, instansi terkait, lembaga 
rehabilitasi dan pascarehabilitasi. Hal ini dilakukan untuk 
mempermudah pencapaian tujuan bimbingan teknis. 

Alur Pelaksanaan Bimbingan Teknis 
Dalam Peraturan Kepala BNN No. 17 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan 
Sosial, disebutkan bahwa bentuk peningkatan kemampuan selain 
dorongan dan fasilitasi lembaga adalah penguatan lembaga. 
Kegiatan penguatan lembaga diantaranya dilakukan melalui 
pembinaan dan bimbingan teknis. Bimbingan teknis merupakan 
sebuah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
dan kompetensi petugas dalam teknis pelaksanaan layanan 
rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika . Pelaksanaan bimbingan 
teknis yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 
mengacu pada alur sebagai berikut: 
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ALUR PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS 

Keterangan : 

-------+ :Garis Komando 

Bimbingan teknis memiliki alur sebagai berikut: 

1. Deputi Bidang Rehabilitasi melakukan pembinaan terhadap 
Balai Besar, Balai/Loka rehabilitasi milik BNN (merujuk ke 
Peraturan Kepala BNN No. 15 Tahun 2014 tentang perubahan 
atas Peraturan Kepala BNN No. 2 tahun 2013 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar, Peraturan Kepala No. 
5 tahun 2012 tentang Balai Rehabitasi serta Peraturan Kepala 
No.8 tahun 2017 tentang Loka Rehabilitasi BNN) dan Rumah 
Damping Lido. 

2. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan 
wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. BNNP melakukan 
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bimbingan teknis terhadap BNNK dan Lembaga Rehabilitasi 
lnstansi Pemerintah/Komponen MasyarakaUPascarehabilitasi. 

3. BNNK melakukan bimbingan teknis terhadap Lembaga 
Rehabilitasi lnstansi Pemerintah/Komponen 
MasyarakaUPascarehabilitasi. BNNKab/Kota mempunyai tugas 
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam 
wilayah Kabupaten/Kota. 

B. Metode Bimbingan Teknis 
Metode dalam kegiatan Bimbingan Teknis dapat berupa kunjungan 
lapangan dan pertemuan. 

1. Kunjungan Lapangan 
Kunjungan lapangan oleh pembina teknis dilakukan dengan 
tujuan untuk memperoleh data empi ris terkait pelaksanaan 
rehabilitasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan metode: 

a. Observasi 
Pembina teknis melakukan pengumpulan data melalui 
pengamatan pada pelaksanaan tugas fungsi rehabilitasi 
BNNP, BNNKab/Kota dan proses layanan pada lembaga 
rehabilitasi dan pascarehabilitasi. 

b. Simulasi 
Pembina teknis meminta untuk dilakukan simulasi layanan 
(bila diperlukan) untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan petugas rehabilitasi dalam menjalankan 
tugas. 

c. Wawancara 
Wawancara mendalam dilakukan kepada pembina teknis 
di BNNP, BNNKab/Kota dan petugas layanan di lembaga 
rehabilitasi dan pascarehabilitasi. 
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2. Pertemuan: 
Bimbingan Teknis juga dapal dilakukan melalui kegialan rapal 
koordinasi , rapal kerja leknis dan peningkalan kemampuan . 

3. Media Lainnya 
Bimbingan dapal juga dilakukan melalui media komunikasi 
lainnya, yakni: sural, sural eleklronik dan lelepon . Hal ini 
dilakukan pada kondisi lertenlu, seperti : adanya perubahan 
kebijakan yang harus segera direspon oleh wilayah. 

c. Pola Pelaksanaan 
1. Waktu : 

Kunjungan lapangan dan pertemuan dapal dilakukan sesuai 
anggaran yang Ieiah direncanakan di tahun berjalan, sesuai 
dengan kebutuhan . 

2. Kriteria pelaksana: 
a. Mampu berkoordinasi dengan baik 
b. Memiliki kemampuan komunikasi efektif 
c. Menguasai metode bimbingan teknis 
d. Menguasai instrumen yang akan digunakan 
e. Mampu bekerja dalam tim 
f. Memahami program layanan rehabilitasi dan/atau 

pascarehabili tasi. 
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BABIII 

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS 

Berdasarkan sasarannya bimbingan teknis yang dilakukan oleh 
BNN dibagi atas bimbingan teknis untuk dilingkup BNN dan 
bimbingan teknis untuk mitra BNN (lembaga rehabilitasi yang 
bekerja sama dengan BNN/BNNP/BNN Kabupaten/Kota) , dengan 
penjelasan sebagai berikut: 

A. Bimbingan Teknis di Lingkup BNN 
Bimbingan teknis dalam lingkup BNN diberikan kepada bidang 
rehabilitasi di BNNP, BNNKab/Kota, Balai Besar, Balai 
Rehabilitasi, Loka Rehabilitasi dan Rumah Damping. 

1. Pembina Teknis Rehabilitasi 
Bimbingan teknis dilakukan kepada petugas bidang 
rehabilitasi di BNNP, BNNKab/Kota, melalui beberapa 
tahap yaitu: 
a. Persiapan 

Menyiapkan administrasi dan melakukan 
koordinasi dengan pihak yang akan dibimbing. 
Memahami Standar Pelayanan Rehabilitasi serta 
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
yang diterbitkan baik oleh BNN , Kementerian 
Kesehatan maupun Kementerian Sosial. 
Memahami program kerja bidang rehabilitasi di 
BNNP, BNNKab/Kota, serta kendala dalam 
pelaksanaan program. 
Memahami formlinstrumen bimbingan teknis. 
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b. Pelaksanaan 
Pelaksanaan bimbingan teknis bersifat fleksibel sesuai 
dengan kebutuhan, antara lain: 

Memberikan pemahaman tugas dan fungsi 
rehabilitasi di tingkat BNNP/BNN Kabupaten/Kota 
dan balai besar, balailloka rehabilitasi , baik Klinik 
Pratama BNNP maupun lembaga mitra BNN. 
Memberikan masukan dan saran serta evaluasi 
terhadap rencana kegiatan yang merupakan 
implementasi program layanan rehabilitasi. 
Memberikan informasi tentang tata cara 
melakukan peningkatan kemampuan (sesuai 
peraturan yang berlaku) 
Memberikan informasi tentang tata cara 
pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan 
layanan rehabilitasi berkelanjutan, meliputi: 

Pendokumentasian kegiatan berupa catatan 
perkembangan klien. 
Pemutakhiran data layanan rehabilitasi 
(termasuk SIRENA). 
Laporan pertanggungjawaban administrasi 
dan keuangan. 

B. Bimbingan Teknis Kepada Lembaga Rehabilitasi Mitra 
BNN 

Bimbingan teknis dilakukan kepada lembaga rehabilitasi mitra 
BNN, melalui beberapa tahap yaitu : 
a. Persiapan : 

1. Menyiapkan administrasi dan melakukan koordinasi 
dengan pihak yang akan dibimbing. 

2. Memahami Standar Pelayanan Rehabilitasi serta 
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang 
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diterbitkan baik oleh BNN, Kementerian Kesehatan 
maupun Kementerian Sosial. 

3. Memahami form/instrumen bimbingan teknis. 
4. Mempelajari profil dan kinerja lembaga dapat diperoleh 

dari Japoran sebelumnya atau sumber informasi lain 
yang tidak tertulis. 

b. Pelaksanaan: 
Adapun materi bimbingan teknis yang perlu disampaikan 
ke Mitra BNN tentang aspek penyelenggaraan layanan 
rehabilitasi yang mengacu pada standar pelayanan 
rehabilitasi berkelanjutan , meliputi : 
1. Standar Kelembagaan 

a) Legalitas lembaga 
b) Struktur organisasi dan deskripsi kerja untuk setiap 

jabatan dan fungsi 
c) Rencana atau program kerja lembaga 
d) Laporan kegiatan tahunan lembaga 
e) Tata cara pencatatan dan pelaporan keuangan 

2. Standar Sarana Prasarana 
Sarana prasarana 
disesuaikan dengan 
berkelanjutan 

yang tersedia di lembaga 
bentuk Jayanan rehabilitasi 

3. Standar Sumber Daya Manusia 
Sumber daya man usia di lembaga disesuaikan dengan 
bentuk layanan rehabilitasi berkelanjutan . 

4. Standar Layanan 
Asesmen berkelanjutan sesuai dengan perkembangan 
klien , rencana rawatan bagi klien yang diperbaharui 
sesuai dengan perkembangan klien, intervensi 
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psikososial sesuai kebutuhan klien, supervisi klinis 
terhadap penanganan klien , rencana kegiatan 
keagamaan sesuai kebutuhan klien, layanan 
psikoedukasi pencegahan dampak buruk narkoba, 
penyelenggaraan kegiatan berlangsung secara teratur 
sesuai jadwal tertulis. 

5. Standar pelaporan (rekam medik/ catatan 
perkembangan klien) 
Pendokumentasian kegiatan berupa rekam 
perkembangan klien. Pelaporan (rekam medik/ catatan 
perkembangan klien) disesuaikan dengan bentuk 
layanan baik medis maupun sosial. 

6. Pengendalian Program 
Mekanisme pengendalian program rehabilitasi pada 
lembaga mitra BNN terdiri dari supervisi, monitoring , 
dan pencatatan pelaporan. 
a. Supervisi 

Supervisi dilakukan oleh petugas yang kompeten 
dan tersertifikasi untuk mereview program secara 
professional. Seorang supervisor dapat berasal 
dari dalam maupun luar lembaga, namun 
sebaiknya supervisor berasal dari luar lembaga 
sehingga dapat bekerja dengan independen dan 
professional. 

b. Monitoring 
Monitoring merupakan suatu usaha untuk 
melakukan penilaian terhadap program rehabilitasi 
yang dijalankan. 

c. Pencatatan 
Pencatatan merupakan data tertulis dari setiap 
kegiatan layanan yang dilakukan meliputi proses 
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skrining, asessmen, perencanaan terapi , catatan 
perkembangan klinis , resume pengakhiran 
program, dan data lainnya yang terkait dengan 
klien . 

7. Dukungan pendanaan 
Dukungan pendanaan disesuaikan dengan bentuk 
layanan rehabilitasi berkelanjutan, mengacu pada 
Perka BNN No.17 Tahun 2016 tentang Peningkatan 
Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial 
Bagi Pecandu Dan Karban Penyalahgunaan Narkotika. 

8. Pembuatan laporan kegiatan 
Laporan kegiatan disesuaikan dengan bentuk layanan 
rehabilitasi berkelanjutan , mengacu pada Perka BNN 
No.17 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kemampuan 
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu 
Dan Karban Penyalahgunaan Narkotika. 

c. Pelaporan 
Laporan pelaksanaan bimbingan teknis dibuat setelah 
menyelesaikan kegiatan bimbingan teknis. Pelaporan 
bimbingan teknis merupakan data tertulis pertanggung 
jawaban kegiatan berdasarkan hasil analisa instrumen 
bimbingan teknis meliputi: 
a) instrumen bimbingan teknis lingkup BNN 
b) instrumen bimbingan teknis lembaga rehabilitasi mitra 

BNN 
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BABIV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Kondisi lembaga rehabilitasi yang ada di lapangan tidak lepas dari 
berbagai permasalahan , baik permasalahan internal (misalnya: minimnya 
SDM terlatih , program layanan yang sesuai standar dan berbasis bukti, 
sarana dan prasarana yang masih minim, legalitas lembaga yang belum 
lengkap sampai sistem pengadministrasian yang belum rapi) , maupun 
permasalahan eksternal (misalnya: koordinasi dengan instansi terkait yang 
tidak selaras, kesulitan menjangkau klien, dan kurangnya dukungan 
masyarakat setempat). 

Demikian halnya dengan implementasi rehabilitasi di BNN/P/K!Kota tidak 
terhindar dari beragam tantangan internal (misalnya terbatasnya jumlah 
SDM yang memahami program rehabilitasi, koordinasi internal diantara 
seksi di BNNP/K!Kota yang seringkali harus bekerja lintas seksi karena 
personil yang terbatas, serta mekanisme peningkatan kemampuan yang 
masih harus disempurnakan), maupun eksternal (misalnya koordinasi 
dengan instansi terkait, koordinasi dengan BNNP/K!Kota yang terkendala 
jarak, serta kecenderungan adanya subyektifitas terhadap lembaga 
rehabilitasi yang ada di wilayahnya) . 

Untuk itu , agar ketersediaan layanan rehabilitasi yang sesuai standar dapat 
terwujud, setelah pelaksanaan bimbingan teknis dan peningkatan 
kemampuan maka diperlukan monitoring terhadap hasil dari serangkaian 
pelaksanaan tersebut Tindak lanjut dari monitoring tersebut adalah 
pemberian rekomendasi lembaga yang akan dinilai pada tahun tersebut 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma, standar, 
prosedur dan kriteria yang berlaku. 

Sementara itu, evaluasi didasarkan pada analisa hasil bimbingan teknis 
dan monitoring lembaga rehabilitasi. Aspek yang dievaluasi sama dengan 
yang dimonitoring. Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan dari 
aspek pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan (termasuk 
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pelaksanaan pemetaan , verifikasi , serta dukungan) dan keberlanjutan 

kerjasama dengan lembaga rehabilitasi. Dalam merekomendasi 

keberlanjutan kerjasama tersebut perlu mengingat bila dalam 2 tahun tidak 

melayani klien maka perjanjian kerja sama dengan lembaga tersebut 

dihentikan 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke bidang rehabil itasi dilakukan 

secara berjenjang, dimana bidang rehabilitasi BNN melakukan monitoring 

dan evaluasi ke bidang rehabilitasi BNN Provinsi , sedangkan bidang 

rehabilitasi melakukan monitoring dan evaluasi ke seksi rehabilitasi 

BNNK/Kota. Sementara pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke lembaga 

dilakukan oleh BNN wilayah yang memberikan dukungan layanan 

peningkatan kemampuan, dimana terdapat pemberian dukungan 

anggaran. 

Waktu Pelaksanaan 
1. Monev terhadap pembina fungsi dilakukan secara berkala sesuai 

kebutuhan. 
2. Monev dari BNN terhadap lembaga mitra dilakukan minimal satu kali 

dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan. 

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibuat setelah 

menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaporan monitoring 

dan evaluasi merupakan data tertulis pertanggung jawaban kegiatan 

berdasarkan hasil analisa instrumen monitoring dan evaluasi meliputi: 

1. instrumen monitoring dan evaluasi lingkup BNN 

2. instrumen monitoring dan evaluasi lembaga rehabilitasi mitra BNN 
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FORMUliR IIMIINGAN TEKNIS INNP/BNNK/MOTA 

A l ~mat lenckap BNNP/ Kab/ Kola v<~"C men,i di IDbsi ptny~~nuarain bimtek 

Kendala yang dialami dalam mel..,uhn koordin111i. b.loik internil(di 
d.ol.tm ~~~~kup BNN) miupun eksurnal (den gin pi~ ik lain) . Ccntoh 
tidilklinkronnyikl'bij.,kanyinldikeluarkanolthKepal.tdanK;obid/ 
kiliRehabilitili,tidiklimpainyainformniduipu!itb8NNK.difli! 
terk:aittidakmemberikanresponpos itof, dlb 

b. lmplement:;ui tugas luna!< Ktnd ala yanc diJJami dal.tm men1al•nkan tU&il dan lu"'~ bid ana 
bH:l an&rehibilita!i 

d . PI!'fllamau;onact\onplan 

dari lembqayifl&sudah 
dWatih 

Kendalayanldiala-mid.ol.tm memenuhi taraety;ona te lahdotetapkin 
dala-mperenu naifl 

Ke»dala ya nadialamida lammelakukan pe....,ntlluantindaklinjut 
anion plan(rencllnaaksl)pfluliltehabi~lllsiclilembiiliVi"lclibina 

settlahmen&ikutipelatlhinyinldiselenuinhnolehBNN.lakukan 
JUillidentilikasi~kahrer.una iksil!bsudahditindaklanjutiolf ~ 

lemb.Ji"· 

4 Metode pemec~an milillllh Tind~kan vane 1\ldah dilakuhn oleh 8NNI'/ Kab/ Kotll d;tlam menan111ni mnil.lh·ma s;~l;oh Yi"' ada 
yanc dihl kullan (sebaaaimanllll!'ftuli•dipOin:H·3e) 

S Kesimpulan ilfi pe<biikan ldentffik;osi penonakalin/ kemunduran vana te rjadi ~tl'lih di~kukan UMil prmeuh11n mnalah 
(~basaima~ tenuolis di poin 4} 
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INimidionomortelepon 
y;onedapitd lhubllllli) 
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NO. 

DAFTAR HADIR 

BIMBINGAN TEKNIS DAN PENINGKATAN MUTU lAYANAN LEMBAGA REHABIUTASI KOMPONEN MASYARAKAT 
PROVINSI: 

NAMA ASALLEMBAGA JABATAN TANOA TANGAN 

1 ... 

2 .... 

3 ..... . 

4 ... 

6 . 

7 ... 

8 ... 

9 ... .. 

10 .... 

11 ... 

12 .. 

13 . 

14 ..... 

I S ... 

. .. ............... 2017 

PelaksanaBimtek, 

....................................... ) 
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U!W/iptmeall<ln 

ll mualil'lvanc 

12 Rekomenda~ 

ContiC'!Perwn 

13 
Pe!Y&is(Namadan 

nomorteleponv..,l .. 

FORMUUR MONITORING DAN EVAlUASI 
DAlAM liNGKUP BNN 

BNNP/K/Koto ... 

Olcllr>Cif ~gntorBNNP/K/KOfg 

Outpu!P~&Uil;on Rp -• ............................................ • 

Ou!pul liy;onan Rp .... 

s~~uii /tidak" 

~ai/tidak" 

~e~uii I tld.ilo" 

L;iyinin Rehabilili!.i/ 1----+----+---------~ 
!>eWii/tidik" 

itda/tidik" 

liy"n•nReh•biWu!.i/ f------+-- ---1--- - ---- - 
itdi/!ldak" 

itda/tidak " 

( na,...lelu l 
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I W~kh1Pelak~naan 

2 S~tuan Kerj~ 

Reah~~si 

hrget/Output 

5 Real•~siAnggaran 

6 Pelak~naanlayanan 

7 SOM 

9 Pelaporan 

IOLentifika!>imualah 

Upayapemeuhan 
II ma~lahyang 

dilakukan 

12 Rekomeodasi 

Contact Person 

13 
Petugas!Namad~n 

nomor telepenvans 

FORMUUR MONITORING DAN EVALUASI 
DALAM UNGKUP 8NN 

ronggo/peng<s<ontnifrumen 

BNNP/1(/Kolo ... 

olomotkontor8NNP/K/Koto 

lndlkator 

Prownta'>t!Capa<an ~ ........... % 

OutputPengu~tan Rp . ................................................. =... . ....... % 

LayananRehab!!•tasi/ 
Pascarellab!litasi ' 

/t.a,;,ponenlayanan 

/t.omponenloyonon 

layanan Rehabihla~•/ 
Pascarellab•litas• ' 

layananRehabihtail/ 
Pascarellab•lita~ • • 

Rp ..• 

lt.omponenloyonan~angdila/t.u/t.an 

komponenloyononyongd<loku/t.on 

kampommlayononyongd<lo/t.ukan 

·umlaharang '>f!Sua•/tidak' 

"umlohOfong sesu;;uf lidak ' 

umlollorong sesual /lidak ' 

kampcmenlayonon 
sesual/lidak' 

l'(lngd<loku/t.on 

komponenlayonon 
sesua•/lidak ' 

'" dilokukon 

/t.ompcmen/oyonon 
wsua•/lidak' 

l'(lng d•lo/t.ukon 

komponenloyonon 
ada/tidak ' 

yong dilokult.on 

komponenloyonon 
ada/tidak ' 

"'" diloku/t.on 

kompenen/o)IOr>on 
ada/ tidak' 

"'" d1/okukon 

sesu.1l/ridak' 

'>f!W~•/tidak ' 

sesua1/tidak' 

Can : 

Catt : 

Can : 

Ca tt : 

Ca tl : 

Capalan 

permoso/olronyongd•remukonter/t.oilkoordinosi.monojemendll 

tindokon 1'0"9 sudolr dilo/t.ult.on oleh Iembo go do/om metWn9oni mosoloh-moso/oh yon9 ado 

Mosukanlsoron/tindokon 1'0"9 doberikon a/ell 8NN bttdosor/t.on hosil montv yo og Ieiah dllaku/t.orr 

Pe11anuuncJawabProcram 

{ nama ;o,l~s) 

' Coretyangtidaksesuai 



Tata Car a Pengisian lnstrumen Monev lingkup BNN 

I Pengisian instrumen dilakukan dengan metode wawancara dengan pegawai BNNP/K/Kota 

2 Pilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi layanan 

3 
Catatan diisi mengenai keterangan tambahan yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi 

ada layanan 
4 Pertanyaan nomor 1 sampe dengan 9 merupakan pertanyaan tertutup 

5 Pertanyaan nomor 10 sampe dengan 12 merupakan pertanyaan terbuka 

6 Yan2 menandatan2ani instrumen monev adalah minimal Keoala Seksi 
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